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ABSTRAK  
Salah satu ukuran kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan otonomi adalah besarnya PAD yang dicapai 
daerah. PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal darii sumber ekonomi asli daerah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah secara simultan dan 
parsial terhadap PAD Provinsi Bali. Penelitian dilakukan di Provinsi Bali dengan metode pengumpulan data yaitu 
observasi non partisipan.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah berpengaruh  secara 
simultan terhadap PAD Provinsi Bali. Pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap PAD Provinsi Bali, sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Provinsi 
Bali dan variabel otonomi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. 
Kata kunci: pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah. 
 
ABSTRACT  
One measure of the ability of a district to implement autonomy is achieved mainly PAD district. PAD is a reception 
area that is derived from natural economic resources area. This study aims to determine the effect of per capita 
income, inflation, investment, and regional autonomy and partial simultaneously against PAD Bali Province. 
Research carried out in the Province of Bali with the method of data collection that is non partisipan.Teknik 
observation data analysis using multiple linear regression analysis. The analysis showed that the per capita income, 
inflation, investment, and influential regional autonomy simultaneously against PAD Bali Province. Capita income 
and investment is positive and significant impact on PAD Bali Province, while the inflation rate and a significant 
negative effect on PAD Bali Province and variable regional autonomy is not a positive and significant effect on 
PAD Bali Province.  




Krisis ekonomi di Indonesia  pada tahun 1998 membawa dampak yang cukup besar pada 
perekonomian. Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan kepada pemerintah orde baru untuk 
segera melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan yang mulanya bersifat sentralisasi 
untuk menjadi sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi.  Tuntutan reformasi ini 
diwujudkan oleh pemerintah pusat, salah satunya berupa desentralisasi fiskal. Sejak tanggal 1 
Januari 2001, penerapan otonomi daerah memberikan implikasi besar pada pelimpahan atau 
pemberian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.  
Menurut Aryanti (2009), pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sector 
potensial yang dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan di daerah dalam pelaksanaan 
otonomi daerah. Salah satu cara untuk mengukur kemampuan daerah untuk melaksanakan 
otonomi adalah dengan memperhatikan besarnya jumlah PAD yang dapat diperoleh oleh suatu 
daerah  (Nasrun, 2009).      
PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah 
(Santosa dkk, 2005). Hal ini berarti semakin besar PAD maka daerah tersebut semakin mandiri 
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yang ditunjukkan oleh ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang semakin 
berkurang. Namun pada kenyataannya, daerah masih dihadapkan pada ketergantungan fiskal 
berupa subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh keterbatasan PAD.  
PAD merupakan barometer utama atas suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, dan 
diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur 
PAD yang kuat (Hidayat dkk, 2007). Ketergantungan kepada subsidi dari pemerintah pusat harus 
diminimalkan, sehingga nantinya PAD yang khususnya berasal dari pajak dan retribusiidaerah 
menjadi sumber keuangan terbesar dalam PAD (Koswara, 1999). Gambar 1.1 menunjukkan 
perkembangan PAD beberapa provinsi di Indonesia tahun 2008-2012.  
Gambar 1.1 Perkembangan PAD Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012 


















Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 (Data Diolah) 
 
 Dari Gambar 1.1 dapat dilihat perkembangan PAD dari beberapa provinsi di Indonesia.  
Gambar tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari tahun 2008-2012, provinsi yang 
memiliki PAD tertinggi adalah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan DKI Jakarta merupakan ibu kota 
negara, sehingga pusat perekonomian ditempatkan di sini. Provinsi Bali hanya menempati urutan 
ke-15 dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan potensi pariwisata Bali yang sangat besar, 
maka sangat dimungkinkan untuk meningkatkan PAD yang lebih tinggi lagi, sehingga pada masa 
yang akan datang diharapkan PAD Provinsi Bali mampu menempati posisi lima besar di 
Indonesia.  
Sebelum era otonomi daerah, pemerintah daerah  berharap untuk dapat membangun  
daerah berdasarkan kemampuanndaerah sendiri ternyata belum bisa terwujud karena pada 
kenyataannya ketergantungan fiskal, subsidi serta bantuan pemerintah pusat semakin besar 
karena ketidakmampuannPAD di suatu daerah  (Mardiasmo, 2002:1). Meskipun daerah memiliki 
sumber daya alam yang melimpah namun masih banyak juga sumber daya alam yang belum 
dimanfaatkan. Perbedaan kondisi daerah satu dengan daerah yang lainnya membuat kebijakan 
yang diterapkan juga harus berbeda antar satu daerah dengan lainnya. 
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Menurut Halim (2001:101), bahwa ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi 
potensi sumber-sumber PAD antara lain, PDRB perkapita dan tingkat inflasi. Menurut Jhingan 
(1993) sesuai dengan teori pertumbuhan dari Harrod-Domar bahwa investasi memiliki peran 
kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas 
produksi perekonomian. Variabel otonomi daerah digunakan untuk melihat keberhasilan dari 
desentralisasi pada suatu daerah khususnya di Provinsi Bali. 
Provinsi Bali merupakan  salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang dapat 
mendukung sektor pariwisata seperti terdapatnya banyak obyek wisata yang menarik dapat 
mendorong kunjungan wisatawan. Hal tersebut sangat berguna sebagai penggerak ekonomi 
masyarakat. Melalui sektor pariwisata akan memberikan dampak positif terhadap sektor lainnya 
seperti kerajinan, makanan, dan penginapan. Dengan meningkatnya perekonomian di Bali pada 
akhirnya akan meningkatkan PAD dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.      
Berdasarkan uraian di atas tentang fenomena dan permasalahan dalam meningkatkan PAD 
di Provinsi Bali, maka ditemukan adanya kecenderungan bahwa peningkatan pendapatan 
perkapita, investasi, dan pelaksanaan otonomi daerah, akan membuat PAD meningkat, 
sedangkan tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak buruk pada perekonomian 
daerah. Dengan berfluktuasinya pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan pelaksanaan 
otonomi daerah di Provinsi Bali maka akan mempengaruhi besarnya PAD yang dicapai di 
Provinsi Bali.  Maka dari itu, ppenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruhhvariabel-
variabel tersebut terhadap PAD. 
 
METODE PENELITIAN 
Lokasi dan Objek Penelitiank 
Penelitian dilakukan di Provinsi Bali. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 
pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, otonomi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Provinsi Bali pada tahun 1989-2012. 
 
Jenis dan Sumber Data 
 Data kuantitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendapatan perkapita, 
tingkat inflasi, investasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali tahun 1989-2012. 
Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder merupakan 
data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain (Sugiyono, 2007:59). Data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan 
(BPMP) Provinsi Bali dannBadan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.  
 
Teknik Analisis Datai 
 Teknik analisis regresi berganda adalah teknik analisis yang dipergunakan dalam 
penelitian ini. Analisis regresi linier bergandaamerupakan ukuran kesesuaian dari persamaan 
regresi, yaitu variasi dari variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh dua atau lebih 
variabellbebas (Suyana Utama, 2009:54). Analisis regresi linier berganda dalam  sebuah 
penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan perkapita, tingkat inflasi,  
investasi, dan otonomi daerah terhadap PAD di Provinsi Bali. Variabel otonomi daerah 
merupakan variabel dummy. Variabel dummy yang sering disebut variabel boneka dibuat untuk 
mengkuantitatifkan data kualitatif. Pada penelitian ini variabel dummy dipasang sebagai variabel 
bebas, yaitu pada variabel otonomi daerah.  Menurut Gujarati (2006:91), persamaan regresi 
linear berganda pada penelitian ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut.     




Y = β0 + β1X1 +β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ …………………………………………………(1) 
Keterangan :  Y  = Variabel terikat, yaitu variabel PAD Provinsi Bali   
 X1    = Variabel pendapatan perkapita 
 X2        = Variabel tingkat inflasi 
 X3   = Variabel investasi 
 X4   = Variabel otonomi daerah 
 β1,2,3,4  = Koefisien regresi  
 β0   = Intersep (konstanta)  
µ    = Error 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis  Koefisien Regresi Linier Berganda 
 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel pendapatan 
perkapita (X1), tingkat inflasi (X2), investasi (X3), dan otonomi daerah (D) terhadap PAD 
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a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data Diolah 
Berdasarkankhasil pengolahanudata denganjmenggunakankprogram SPSS,jmaka 
dapatjdisusunnpersamaan regresi penelitian yaitu:  
Y     = -6,688 + 0,875 X1 – 0,720 X2 + 0,097 X3 + 18,110 X4…………………..(2) 
SE  =           (0,266)         (0,211)       (0,010)         (13,375) 
t      =           (3,294)         (-3,407)      (9,996)         (1,354) 
Sig  =            (0,004)         (0,003)       (0,000)         (0,192) 
R2   =  0,954 
F     =  99,270  
 
 
Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F) 
 Berdasarkan hasil pengolahan dari program SPSS diperoleh nilai Fhitung sebesar  99,270 > 
Ftabel 2,90 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti bahwa secara simultan pendapatan 
perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD 
Provinsi Bali.  
 
Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
  Koefisisen determinasi berganda adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengaruh 
variasi perubahan pendapatan  perkapita, tingkat inflasi, investasi dan otonomi daerah secara 
simultan terhadap PAD Provinsi Bali. Berdasarkan penyajian hasil analisis data maka diperoleh 
hasil yaitu  nilai R-square sebesar 0,954. Ini artinya, sebesar 95,4 persen variasi model 
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dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi dan otonomi daerah, serta 
sisanya sebesar 4,6 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidakkdijelaskan dalam suatu 
model.  
 
Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji t) 
  Uji parsial bertujuan untuk melihat pengaruh parsial antara pendapatan perkapita, tingkat 
inflasi, investasi, dan otonomi daerah terhadapePAD Provinsi Bali. Untukmmelihatmpengaruh 
signifikan variabelbbebas secara parsialmterhadap variabelmterikat. 
1) Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap PAD Provinsi Bali 
 
 Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh hasil  nilai thitung  sebesar 3,294. Oleh 
karena thitung 3,294 > ttabel 1,729, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini artinya pendapatan 
perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. Hal serupa ditunjukkan 
pada penelitian dari Agam pada tahun 2008 yang juga dilakukan di Provinsi Bali yang 
menyatakan bahwa PDRB perkapita secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD 
Provinsi Bali tahun 1991-2007. Selain itu, dalam penelitian Winanda (2010) juga menyatakan 
bahwa PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali tahun 1991-2009.  
2)  Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap PAD Provinsi Bali 
 Nilai thitung yang diperoleh dari hasil pengolahan sebesar -3,407. Oleh karena thitung -
3,407 <  ttabel -1,729, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini artinya tingkat inflasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa 
terdapat pengaruh yang negatif antara tingkat inflasi terhadap PAD di Provinsi Bali yang 
diketahui dari nilai koefisien tingkat inflasi yang bertanda negatif sebesar -3,407. Hal ini sama 
dengan penelitian oleh Triani dan Yeni Kuntari (2010), yang menyatakan bahwa tingkat inflasi 
memberikan negatif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Karanganyar.  Inflasi juga dapat 
menimbulkan efek buruk pada perekonomian, salah satunya dapat mengurangii pendapatan riil 
(Sadono Sukirno, 2004:339) sehingga inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD Provinsi Bali.  
3)  Pengaruh Investasi terhadap PAD Provinsi Bali 
Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh hasil bahwa nilai thitung yang sebesar 9,996. Oleh 
karena thitung 9,996 > ttabel 1,729, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini artinya investasi 
berpengaruhhpositif dan signifikan terhadap PAD Bali. Hasil ini serupa dengan penelitiann yang 
d i l a k u k a n  o l e h  L i a  P e r d a n a  S a r i  ( 2 0 1 3 )  y a n g 
menyatakan bahwa tingkat investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap PAD Provinsi Bali tahun 1991-2009. Hal ini berarti bahwa peningkatan 
investasi akan meningkatkan PAD Provinsi Bali, dan sebaliknya jika tingkat investasi 
menurun akan menyebabkan penurunan PAD. 
 4)  Pengaruh Otonomi Daerah terhadap PAD Provinsi Bali 
 
 Hasil yang diperoleh dari perhitungan sebesar  1,354. Oleh karena thitung  1,354 ≤ ttabel 
1,729, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini artinya otonomi daerah tidak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Isroy (2013), 
yang menyatakan bahwa diberlakukannya otonomi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap 
PAD Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah di Provinsi Bali 
belum dapat memberikan perubahan yang besar pada Provinsi Bali.   
 
 





 Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, diperoleh kesimpulan bahwa model penelitian 
pengaruh pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi dan otonomi daerah (dummy) terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Bali tahun 1989-2012 telah memenuhi kaidah Best Linear Unbiased 
Estimator (BLUE). Selanjutnya masing-masing koefisien dari persamaan regresi dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut. 
a. β1 = 0,875 memiliki arti bahwa jika pendapatan perkapita di Provinsi Bali naik sebesar 1 
persen, maka PAD Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,875 persen dengan asumsi variabel 
lain yaitu tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah konstan. 
b. β2 = -0,720 memiliki arti bahwa jika tingkat inflasi di Provinsi Bali naik sebesar 1 persen, 
maka nilai PAD Provinsi Bali akan turun sebesar 0,720 persen dengan asumsi variabel lain 
yaitu pendapatan perkapita, investasi, dan otonomi daerah  konstan. 
c. β3 = 0,097 memiliki arti bahwa jika investasi di Provinsi Bali naik sebesar 1 persen, maka nilai 
PAD Provinsi Bali akan meningkat sebesar 0,097 persen dengan asumsi variabel lain yaitu 
pendapatan perkapita, tingkat inflasi, dan otonomi daerah konstan. 
 
Uji Asumsi Klasik  
1) Normalitas 
Deteksi normalitasmbertujuanmuntuk mengetahui model regresi dan residual memiliki 
distribusimnormal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik One-Sample 
Kolmogorov-SmirnovvTest. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 0,354 dan 
signifikan pada 0,05. Hal ini berarti residual terdistribusi normal, karena nilai Kolmogorov-
Smirnov Z lebih besar daripada α=5%. 
2) Autokolerasi 
Autokolerasi dilihatnpada tabel Run Test dengan menggunakanmprogram SPSS. Berdasarkan 
hasil uji autokorelasi dengan runs test, besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,144. 
Nilai ini lebih besar dari taraf nyata (α=0,05), maka dapat disimpulkan bahwa dalam model 
tidak terjadi autokolerasi. 
 
3) Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai Tolerance (TOL) dan 
Variance Inflation Factor (VIF), yaitu kecepatannpeningkatan daripada variasi 
dannkovarians. Berdasarkan hasil olah data, bahwa variabel pendapatan perkapita (X1), 
tingkat inflasi (X2), investasi (X3), dan otonomi daerah (D) memiliki nilai TOL bernilai di 
atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian 
ini. 
4) Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji Glejser merupakan salah 
satu cara untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas yang dilakukan dengan meregresikan 
nilai absolute residual terhadap variabel bebas..Berdasarkan hasil olah data, bahwa 
pendapatan perkapita (X1), tingkat inflasi (X2), investasi (X4), dan otonomi daerah (D) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap absolut residual dari model regresi yang digunakan. Hal ini 
terlihat dari nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 persen. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasilnanalisis yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yakni sebagai berikut: 
1) Pendapatan perkapita, tingkat inflasi, investasi, dan otonomi daerah secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Bali.  
2) Hasil pengolahan data secara parsial diperoleh hasil bahwa pendapatan perkapita dan 
investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali, sedangkan tingkat 
inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Bali. 
Otonomi daerah secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD 
Provinsi Bali.  
Saran 
 Berdasarkan hasil analisissdan simpulan di atas maka dapattdiajukan beberapa saran 
sebagai berikuttini. 
1) Provinsi Bali, maka pemerintah diharapkan untuk menjaga dan mengatur kestabilan inflasi 
melalui pengaturan harga-harga, sehingga inflasi tidak memberikan pengaruh yang buruk 
pada perekonomian.  
2) Oleh karena variabel investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Provinsi 
Bali, maka pemerintah harus meningkatkan investasi di Provinsi Bali melalui regulasi 
sehingga memberikan jaminan investasi yang menguntungkan dan aman bagi para investor. 
Selain itu, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat memberikan kemudahan atau insentif 
dalam perpajakan, seperti pemberian tax holiday dan lainnya. 
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